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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak yang
menjadi perantara dalam jual beli narkotika, dan (2) untuk mengetahui sanksi yang tepat yang
dijatuhkan tehadap anak yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika. Jenis penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang
bertujuan untukmengkaji dari segi penerapan hukum tekait anak yang terlibat dalam tindak
pidana narkotika,penelitian ini menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (statue
approach), pendekekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case
approach). Penelitian ini didukung dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-
Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 11 Tahun
2021 Tentang Sistem Peradilan Anak, kemudian dari jurnal, artikel, literatur-literatur karya
tulis ilmiah yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Hasil dari
penelitian ini menunjukan bahwa (1) bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi anak yang
menjadi perantaradalam kasus jual beli narkotika, dan (2) sanksi yang sesuai yang dijatuhkan
tehadap anak yangmenjadi perantara dalam kasus jual beli narkotika.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Anak, Perantara, Jual Beli Narkotika

Abstract

This research aims to (1) determine the form of legal protection for children who become
intermediaries in buying and selling narcotics, and (2) to find out the appropriate sanctions
imposed on children who become intermediaries in buying and selling narcotics. The type of
research used in this research is a type of normative legal research which aims to examine
theapplication of law regarding children involved in narcotics crimes. This research uses a
Statutoryapproach (statue approach), conceptual approach (conceptual approach) and case
approach (case approach). This research is supported by statutory regulations, namely Law
No. 35 of 2014 concerning Child Protection and Law No. 11 of 2021 concerning the Juvenile
Justice System, then from journals, articles, scientific literature that are relevant to the main
problem inthis research. The results of this research show that (1) there is an appropriate
form of legal protection for children who act as intermediaries in cases of buying and selling
narcotics, and (2) appropriate sanctions are imposed on children who act as intermediaries
in cases of buyingand selling narcotic
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PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki keinginan menjadi negara yang
sejahtera, adil, danmakmur sesuai dengan Undang- Undang Dasar Negara RepublikIndonesia
Tahun 1945. Selain itu, Indonesia juga ingin mewujudkan cita- cita bangsa sesuai dengan isi
Undang —Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke empat yang
berbunyi “ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu PemerintahaanNegara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruhtumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”
sebagai negara maju yang inginmencerdaskan anak bangsa tentudalam upaya mencerdaskan
anakbangsa ini tidaklah mudah didapat karena banyaknya tantangan yang harus dihadapi.

Kecerdasan anak bangsa bukanhanya dilihat dari segi pendidikan, tetapijuga mental
untuk membangun bangsa yang bermartabat. Tantangan dalam mencerdaskan anak bangsa
banyak bentuknya. Salah satu tantangan di era globalisasi ini adalah menghindarkan anak
bangsa dari penyalahgunaan narkotika. Dari segi kesehatan, narkobasebenarnya dibutuhkan
karenabermanfaat dalam pengobatan. Namun,pengobatan yang dilakukan menggunakan
narkoba haruslah sesuaitakarannya agar narkotika itu benar- benar menjadi obat. Lain halnya
jika narkotika disalahgunakan, pemakaian yang tidak pada tempatnya, atau pemakaian yang
tidak sesuai takaranpada diri seseorang justru membahayakan bagi si pengguna jika dilakukan
untuk jangka panjang. Narkotika justru menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup
seseorang. Terlebih lagi jika penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh anak. Saat ini banyak
terjadi kasus penyalahgunaannarkotika. Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak
dapat mengganggu ketenteraman masyarakatapabila merajalela tanpa kontrol.

Narkotika adalah bahan/zat yangjika dimasukan kedalam tubuh manusia,baik secara
oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, hal tersebut dapat mengubah pikiran, suasana hati
atauperasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi)
fisik dan psikologis. Adapun dasar hukum yang mengatur mengenai narkotika adalah
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika. Dalam Pasal 1 angka

1 disebutkan bahwa narkotika adalahzat atau obat yang berasal dari tanamanatau bukan
tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkanrasa nyeri, dan
dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika jelas menerangkan bahwa narkotika merupakan obat, namun juga bisa membuat
ketergantungan apabila disalahgunakan,  apabila mengkonsumsinya tidak sesuai aturan
atau mengkonsumsinya bukan untuk tujuan pengobatan (Adi,2009:1) Penyebaran narkotika
yang dilakukanoleh pengedar telah menjadi persoalan yang sangat penting. Penyebaran
narkotika itu sendiri pun cukup meresahkan masyarakat sebab penyebaran serta penggunaan
obatterlarang tersebut cenderung meningkatbaik kuantitas maupun kualitasnya dilihat dari
persentasenya di Indoneisa pada tahun 2021 dimana ada 82,4%pengguna,47,1% pengedar
dan 31,4% perantara. Maraknya penyalahgunaan narkotika yag semakin meningkat akibat
penyebarannya yang semakin meluasdan mengarah pada berbagai kalangan, khususnya
generasi muda,bahkan anak di bawah umur ikut serta berperan dalam penyebaran narkotika
tersebut. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas
Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan
bahwasanya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk
anak yang masih didalam kandungan.

Sebagai generasi penerus bangsa saat ini tidak sedikit anak-anak terjerumus dalam
pengedaran narkotika. Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika yang menjadi
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perantara dalam jual beli narkotika merupakaan suatau kejahatan dimana anak dimannfaatkan
sebagai subjekdalam menjalankan peredaran narkotikasecara ilegal, tetapi dalam kapasitas
kategori anak yang menjadi perantara, ini merupakan suatu hal yang begitumemprihatinkan
dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dantergolong telah melakukan tindak
pidananarkotika.

Perlindungan terhadap anak sangat penting, mengingat anak merupakan generasi
penerus bangsa.Untuk itu diperlukan aturan -aturan yangdapat melindungi anak dari berbagai
tindak pidana, yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang
No.23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dariundang-undang ini sendiri yaitu
untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana.

Pemidanaan terhadap anak tentunya tidak mungkin dipersamaakan dengan orang
dewasa yang niat, sifat, serta psikis yang ada dalam diri anak berbeda dengan hukum yang
belum dipahami secara mendalam.Selanjutnya dari segi psikis dan niat inilah yang harus
menjadi pertimbanganpara aparatur penegak hukum dalammenjatuhkan hukuman terhadap
anakmelalui upaya perlindungan hukum,berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014
Perubahan atas Undanng —Undang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak.
Perlunya perlindungan hukum terhadap anak sebagai agen perubahann untuk negara
kedepannya. Namun, pada prakteknya dalam putusan yang dikeluarkan olehPengadilan
Negeri Pelaihari Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.PI tentang anak yang terjerat kasus
sebagai perantara dalam jual beli narkotika, dimana anak tersebut mendapatkanhukuman
sanksi pidana penjara selama2 Tahun 6 Bulan. Seharusnya anak tidakdiposisikan sebagai
pelaku, melainkan sebagai korban. Oleh karena itu, hal ini perlu mendapatkan perhatian yang
serius. Menurut Pasal 1 angka 2

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin
dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapatakan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang
perlindungan anak yang tertuang pada Pasal 28B ayat 2, bahwasanya setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
perlu dijadikan sebagai landasan agar anak sebagaigenerasi penerus bangsa mendapatkan
perlindungan

Penegak hukum dalam memproses serta memutuskan harus yakin bahwa keputusan
yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak
menuju masa depan yang lebih baik guna mengembangkan potensididalam dirinya sebagai
warga masyarakat yang bertanggungjawabbagi kehidupan bangsa dan negara.

Untuk itu, penulis mengambil judul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi
Perantara Dalam Jual Beli Narkotika”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif
merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji objek berupa peraturan
perundang- undangan atau norma hukum yang berlaku atau diterapkan pada suatu
permasalahan hukum tertentu. MenurutSoerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan
penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti
bahan Pustaka atau data sekunder belaka (Ishaq,2017:66). Jenis penelitian ini adalah penelitian
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normatif yang bertujuan untuk mengkaji dari segipenerapan hukum di Indonesia terkait anak
yang dijadikan perantara dalamjual beli narkotika

Adapun pendekatan yangdigunakan dalam penelitian ini berdasarkan beberapa
pendekatan diatas adalah pendekatan perundang- undangan (statute approach), pendekatan
konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus(case approach,).

Bahan hukum adalah bahanyang digunakan dengan tujuan untuk menganalisa hukum
yang berlaku. Didalam penelitian hukum normatifsumber datanya hanya dapat diperolehdari
sumber data sekunder. Sumberhukum sekunder merupakan data yangdapat diperoleh dari
bahan kepustakaan atau literatur yang adahubungannya dengan suatu objek (Ishaq,2017:67-
68). Sumber bahan yang diperoleh dan ditelaah dalam penelitian hukum normative
merupakan data sekunder yang diperolah dari sumber kepustakaan yang tediri dari bahan
hukum primer,bahan hukum sekunder,dan bahan hukum tersier

Bahan hukum primer terdiri dariperaturan ~ perundang-undangan, catatan-catatan
resmi, atau risalahdalam pembuatan peraturanperundang-undangan. Dalam hal ini aturan-
aturan yang dimaksud antaralain: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab
Undang-UndangHukum Pidana, Undang — Undang No
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No 11 Tahun 2012Tentang Sistem
Peradilan Anak, Undang — Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Bahan
hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuatbahan hukum primer
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan
analisa dan pemahaman yanglebih mendalam. Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan
hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan tehadap bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi literatur yang
dilakukan untukmendapatkan bahan hukum primer danbahan hukum sekunder sesuai dengan
pendekatan yang digunakan. Pengumpulam bahan hukum ini terlebih dahulu
mengklasifikasikan bahan hukum tersebut pada pokok permasalahan yang dibahas, yaitu
bahan hukum yang terkait dengan perlindungan anak,sistem peradilan anak,serta tindak
pidana narkotika dansanksinya.

Teknik Analisis Bahan Hukum dengan cara mengumpulkan bahan- bahan hukum
baik bahan hukum primer maupun sekunder. Kemudiandiidentifikasi lalu dikumpulkan
untuk dijadikan acuan utama atau sumber dalam pokok permasalahan yang akandibahas
peneliti (Diantha,2016:152). Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan  dan  dilakukan
pembahasan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk Perlindungan Hukum BagiAnak Yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika

Kasus-kasus anak menjadi perantara dalam jual beli narkotika merupakan rangkaian
permufakatanjahat untuk peredaran narkotika secaratidak sah di Indonesia. Fenomena anak
sebagai salah satu kategori yang dianggap dapat menjalankan tugas sebagai perantara jual beli
narkotikamenjadi fenomena memprihatinkan yang mana anak tersebut sebenarnya telah
dijerumuskan untuk melakukansuatu tindak pidana dan membuat anakterpaksa harus berurusan
dengan hukum. Maka diperlukannya bentuk perlindungan hukum bagi anak yangterlibat dalam
tindak pidana. Bentukperlindungan hukum ada secara nasional dan internasional. Bentuk
hukum secara nasional yaitu Undang —Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak,yang dimana undang-undang ini memiliki urgensi yang bertujuan untuk memberikan
perlindungan terkait hak — hak anak terhadap segala jenis tindak pidana.
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Bentuk Perlindungan Secaralnternasional yaitu Konvensi Hak-Hak Anak. Konvensi
Hak-Hak Anak atauUnited Nations Convension on the Right of The Child (UN-CRC) di sahkan
oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1989. Konvensi ini memiliki tujuan untuk
memeberikan perlindungan tehadap anak dan menegakkan hak hak anak di seluruh dunia. Hak
— hak ini dapatdikategorikan menjadi 4 (empat) bagian yakni :

a. “Hak untuk kelangsungan hidup (the right to survival) yaitu hak-hak untuk melestarikan
danmempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan
perawatanyang sebaik-baiknya;

b. Hak terhadap perlindungan(Protection Rights) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak
yang meliputi hak perlindungan dan diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi
anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak pengungsi;

c. Hak untuk tumbuh kembang (Development Rights) yaitu hak- hak anak dalam konvensi
hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak
untuk mencapai standar hidup yang layak bagiperkembangan fisik, mental, spiritual,
moral, dan sosial anak (the ridght of standart of living).

d. Hak untuk berpartisipasi (Participation Rights), yaitu hak- hak anak yang meliputi hak
untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (the right of a
child to expressher/his views freely in all matters affecting the child). Hak untuk
berpartisipasi merupakan hak anakmengenai identitas budaya mendasar bagi anak,
masa kanak-kanak dan pengambangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.”

Disamping itu, hak-hak mengenai anak di Indonesia secara general tercantum dalam
Pasal 4 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerlindungan Anak.
Disamping berbicara terkait dengan hak-hak anak, menjadi penting untuk membahas
mengenai kewajiban anak yang diatur dalam Undang-Undang PerlindunganAnak. Secara
singkat, dalam hal inidibahas terkait kewajiban karena hak dan kewajiban selalu berjalan
beriringan. Kewajiban menjadi sesuatuyang harus dilakukan (Poerwadarminta, 2005
1359).

Sesuai dengan yang termaktubdalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak, terdapat lima hal yang menjadi kewajiban anak yang berada dilndonesia

Menghormati orang tua, wali danguru;
Mencintai keluarga, masyarakatdan menyayangi teman;
Mencintai tanah air, bangsa dannegara;
Menunaikan ibadah sesuai denganajaran agamanya; dan
e. Melaksanakan etika dan akhlakyang mulia.

Berkaca dari hal tersebut, perlindungan terhadap anak sangat penting untuk dilakukan baik
secara fisik, mental, serta sosial guna menghadirkan kesehjateraan terhadap anak dan
pemenuhan hak-hak anak. dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
sistem peradilan pidana anak yang mulaiberlaku sejak 30 Juli 2014 menjadikanimplementasi
pemidanaan menjadikansifatnya lebih membina serta melindungi bagi anak jika dibandingkan
dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 mengenai pengadilan anakyang dinilai tidak
relevan lagi sebabtidak sesuai dengan perkembangan zaman. Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak menganutsistem dua jalur (double track
system). Adapun yang dimaksud dengan sistemdua jalur itu adalah disamping mengatur
mengenai sanksi pidana jugadiatur mengenai Tindakan.

Implementasi pemidanaan bagi anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 mengenai sistem peradilan pidana anak menjadi landasan dalam memberikan sanksi
untuk anak yang berbuat tindak pidana,di dalam Undang-Undang Nomor 11Tahun 2012
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menganai sistem peradilan pidana anak mengupayakanmemberikan perlindungan hukum
padaanak yang menjadi perantara dalamjual beli narkotika melalui pendekatan keadilan
restoratif untuk dapat mencapai upaya diversi. Keadilan restoratif ini menjadi bentuk
penyelesaian perkara tindak pidana yang mana dalam hal ini pelaku, korban, maupun pihak
keluarga atau korban turut dilibatkan agar dapatsecara bersama mencari jalan penyelesaian
yang seadil-adilnya, yang fokusnya adalah pemulihan kembali pada keadaan semula.
Keadilan restoratif dapat menjadi salahsatu solusi terbaik untuk menyelesaikan sebuah kasus
kejahatan dengan memberikankeutamaan pada inti persoalan dari kejahatan dan bukan
bersifat pembalasan. Sehingga, sistem peradilan pidana anak mewajibkan untuk
memprioritaskan restorative justice untuk dapat mencapai diversi terhadap anak yang
memiliki persoalanhukum yang dalam hal ini adalah menajdi perantara jual beli narkotika.

Sesuai dengan amanat pasal di atas, maka anak yang menjadi perantara dalam jual beli
narkotika dapat diberikan upaya diversi sebabancaman pidana penjara di dalam ketentuan
pidana yangdiimplementasikan kepada kurir narkotika dalam
UU Narkotika yaknidengan hukuman paling singkat empattahun serta lima tahun dan anak
itu bukan residivis. Dengan demikian, jikamengacu pada upaya tersebut, maka perlindungan
hukum bagi anak yang menjadi perantara jual beli narkotikasudah tepat. Hal ini karena,
upaya tersebut menjadi perlindungan hukum bagi anak sebagai perantara jual beli narkotika
dimana perkara tersebut dapat diselesaikan di luar dari proses peradilan dan menjauhkan
anak dari proses pemidanaan.

Upaya dari diversi dengan pendekatan keadilan restoratif menjadikewajiban di dalam
sistem peradilanpidana anak bagi anak yang memiliki persoalan dengan hukum karena
upaya tersebut menjadi perlindungan hukum untuk anak baik pada tingkat penyidikan,
penuntutan, maupun pemeriksaan di tingkat pengadilan namun perlu diperhatikann kembali
mengenai proses untuk menncapai diversi tersebut agar nantinya tidak terjadi kesenjangan
hukum dalam penjatuhan hukuman kepada anakyang terlibat dalam kasus tindak pidana
narkotika.

Sanksi Yang Dijatuhkan TerhadapAnak Yang Menjadi Perantara Narkotika

Anak yang menjadi perantaradalam kasus jual beli narkotika tetap mendapatkan sanksi
hukum sebagaimana dengan ketentuanhukum yang berlaku di Indonesia.Pemberian sanksi
kepada anak yang menjadi perantara dalam kasus jual beli narkotika dengan tetap
memperhatikan Undang-UndangNomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak hal ini
dikarenakan anak yang masih dalam kategori belum dewasa perlu untuk mendapatkan
perlindungan hukum terhadap hak-hak daripada anak itu sendiri. Adapun pembahasan
mengenai sanksi hukum tersebut dengan mengacu terhadap ketentuan perundang-undangan
yang melindungi hak-hak dari seorang anak(Fajar, 2019 : 443).

Mengacu terhadap ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 114, Pasal 119 dan
Pasal 124 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dalam hal ini tidak menjelaskan secara
spesifik mengenaianak sebagai perantara narkotika. Prasa “setiap orang” dalam hal ini tidak
menyebutkan secara spesifik tetapi lebih menyebutkan kedalam pelaku secara luas. Pada
dasarnya tindakan seorang anak yang melakukan tindakan kejahatan mendapatkan
perlindungan hukum sebagaimanadiatur dalam Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2002 Tentang
Perlindungan Anak dimana memperhatikan dan melindungi hak-hak dari seorang anakitu
sendiri.

Terhadap kasus pelibatanseorang anak dalam melakukan tindak pidana narkotika
dimana dijadikan sebagai perantara narkotika merupakan suatu tindakan yang tidak
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bertanggungjawab  didalammenjalankan suatu tindakan peredarannarkotika secara ilegal,
namun seorang anak yang digunakan sebagai perantara dalam tindak pidana narkotika
merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan, maka dari itu dengan memperhatikan
kemampuan anak yang masih belum sempurna seperti orang dewasa dan masih bersifat
sangat terbatas, maka tindakan ataupun sanksi yang diberikan kepada seorang anak sudah
sesuai apabila memperhatikan ketentuan hukum yang mengaturmengenai pemidaaan anak
yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
perubahan atas Undang-UndangNomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana
ketentuan hukum ini akan menerapkan tindakan pemidaan yang memiliki sikap untuk
membina dan melindungi terhadapanak sebagai pelaku tindak pidana.

Melibatkan anak dalam tindak pidana narkotika dengan menjadikankurir narkotika
merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalammenjalankan peredaran narkotika
secara illegal, akan tetapi dalam kapasitas kategori anak yang berperansebagai kurir, ini
merupakan satu hal yang begitu prihatin yang dimana anaktersebut telah berhadapan
dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika, namun kemampuan
anak yang masih terbatasdan tidak sesempurna orang dewasa harus diperhatikan oleh aparat
penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika,
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak akan memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina
dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana.

Upaya diversi yang dilakukanjuga  sebagaiupaya pertanggungjawaban pidana bagi
seorang anak yang menjadi perantara narkotika itu sendiri. Tujuan dari adanya
pertanggungjawaban  pidana  ditunjukan kepada seseorang agar bisa untuk
mempertanggungjawabkanperbuatan yang ia lakukan atau dengan kata lain apakah seseorang
tersebut dapat dipidana atau bebas.Dasar dari pertanggungjawabanpidana yang mengandung
asas kesalahan didasari oleh ekuilibriummonodualistik yang memiliki arti bahwaasas ini pada
nilai keadilan yang harusdisejajarkan dengan asas legalitasyang berpacu pada nilai kepastian.
Pemberian sanksi pidana bagi anakwajib memperhatikan perkembanganserta kepentingan
yang terbaik bagianak demi masa depan mereka, jika salah dalam melakukan penanganan
terhadap anak akan mengakibatkan kerusakan mental terhadapnya. Pemidanaan terhadap anak
wajib diberikan perhatian khusus yang dimana tetap memperhatikan aspek fisik dan moral dari
anak tersebut. Fisik dari anak dapat dilihat dari pikiran serta kecerdasaan anak tersebut.
Sedangkan, moral anak dapat dilihat dari kejiwaannya, seperti gangguan kejiwaan anak
tersebut, kelainan dan jika anak tersebut mengalamigangguan kejiwaan dapat diberikan alasan
pemaaf yang mana dapat menghilangkan kesalahan yang di buatpelaku tindak pidana, akan
tetapi perbuatannya tetap melawan norma (Mahendra : 2019).

Upaya yang dapat dilakukan dalam penindakan terhadap seoranganak yang memiliki
konflik dengan hukum wajib mengutamakan perlakuanyang terbaik kepada anak tersebut,
sehingga penegak hukum di dalam memberikan putusan wajib melihat sesuai dengan
kemampuan dari anak dalam mempertanggungjawabkanperbuatannya.

Dengan memperhatikan masa depan dari anak agar mendapatkan kehidupan kembali
dari anak sebagai perantara transaksi Narkotika karena pada kenyataannya di lapangan anak
sebagai perantara transaksi Narkotika hanya sebagai korban bukan pelaku, ini

dikarenakan kurangnyapengetahuan akan bahanya barang haram tersebut.
Hal yang perludiutamakan dalam menangani tindakpidana anak harus dilandaskan pada asas
ultimum remidium, yang mana sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk
menyelesaikan perkara anak.
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PENUTP
Kesimpulan

Sesuai dengan pemaparanpembahasan dalam penelitian yang dilakukan, maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi anakyang menjadi perantara dalam jualbeli narkotika sudah
tepat. Dikatakan sudah tepat apabila anak yang terlibat dalam kasus hukum sebagai
perantara jual beli narkotika diberikan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanAnak. Perlindungan hukum yang sudah
tepat untuk anak sesuai dengan regulasi tersebut diberikankepada anak yang usianya
belum sampai empat belas tahun, dimanaanak hanya dapat diberikan sanksiberupa
Tindakan dan bukan sanksipidana. Selain itu, upaya perlindungan hukum anak bagi
yang terlibat kasus pidana terutama yang menjadi perantarajual beli narkotika sesuai
UU Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diberikan melalui
perlindungan dengan  pendekatan keadilan restoratif guna mencapai upaya diversi.
Namun upaya diversi ini perlu diperhatikan kembali agar tidak terjadi kesenjangan
hukum dalam penjatuhan hukuman kepada anak yang terlibat dalam kasus tindak
pidana nnarkotika

2. Sanksi yang diberikan untuk anaksebagai perantara

jual beli narkotika pada Putusan Nomor:01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli
sebagai salah satu contoh kasusanak yang menjadi perantara jualbeli narkotika dalam
hal ini hakimmenjatuhkan hukuman 2 (dua)tahun
dan 6 (enam) bulan dengandenda sebesar Rp. 500.000.000(lima ratus juta rupiah) dinilai
terlaluberatapabila yang dijatuhkantersebut seorang anak. Hal inikarena

anak yang  menjadi perantara jual beli narkotika dalamkasus tersebut
belumlah memasukiusia empat belas tahun, yang manadalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak termasukdalam katergori usia
anak yangharus diberikan perlindungan danbukan

untuk mendapatkanhukuman maupun sanksi pidana.Sehingga,

berdasarkan aturantersebut, hakim seharusnya

menggeser hukuman penjara untukanak menjadi sanksi
berupatindakan, dan perlu kiranya untukhakim agar memposisikan anakdalam

hal ini sebagai korban danbukan sebagai pelaku yang artinyaanak sudah
menjadi targetpengedar untuk dijadikan sebagaiperantara dalam jual beli

narkotikakarena anak telah mendapatkanperlindungan hukum

sesuaidengan Undang — Undang No 35Tahun 2014 itu mengapa anak
digunakan sebagai subjek dalampenyebaran narkotika

agarpengedar  dapat  melakukanpenyebaran tanpa tertangkapaparat
hukum. Sanksi yang sesuaidiberikan kepada anak sebagai perantara jual beli narkotika
apabilapenegak hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anakdan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak. Dalam hal ini sanksi yang tepat diberikan untuk anak dibawah umur empat
belas tahun yang menjadi kurir narkotika adalah denganmemberikan sanksi berupa
Tindakan,tindakan yang dimaksud tersebut salah satunya diberikan pembinaan khusus
dalam suatu Lembaga yang bertanggung jawabatas anak tersebut yang dimana halini
bertujuannya untuk membantu anak tersebut memahami dampak negatif dari tindakan
mereka, dan mencegah keterlibatan lebih lanjut dalam aktivitas illegal serta
mengupayakan denganpendekatan keadilan restoratif untuk bisa mencapai diversi agar

Prodi Ilmu Hukum 177
Universitas Pendidikan Ganesha



Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis P-ISSN : 2809-3925
Volume 3 Nomor 4, Oktober 2023

sanksi yang diberikan untuk anak bersifat lebih membina dan melindungi
kepentingan-kepentingan dari hak-hak anak.

Saran
Adapun saran yang dapat di sampaikan dalam penelitian ini yaitusebagai berikut:

1. Diharapkan agar pemerintah dan lembaga berwenang bagi Badan Narkotika Nasional
(BNN) bersama-sama menangani dengan optimal terkait kasus-kasus anak yang menjadi
perantara dalam jual beli narkotika agar nantinya bisa menjadi lebih tepat dan
memberikanupaya perlindungan terbaik bagi anak yang terlibat dalam kasus tersebut

2. Diharapkan agar penegak hukumyaitu hakim agar kedepannya mampu memberikan
sanksi yangsesuai untuk kasus anak sebagaiperantara jual beli narkotika. Dalamhal ini
penegak hukum  harusmemperhatikan berbagai aspek sebelum
menjatuhkan sanksi pada anak tersebut sepertimemperhatikan batasan usia anak
yang terlibat kasus sebagai perantara narkotika sesuai amanat dari Pasal 21 ayat (1)
Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Diharapkan untuk orang tua agarmampu menjaga dan melindungi anak dari perbuatan
orang tidak bertanggungjawab yangmenjadikan anak sebagai perantaradalam jual beli
narkotika serta memberikan pembinaan kepada anak, sehingga masyarakat khususnya
orang tua juga memiliki peran dalam memberikanpengawasan serta perlindungan kepada
anak sebagai generasi penerus bangsa untuk mencapai cita-cita bangsa sesuai dengan isi
Unndang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
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